
BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR 2-2 TAHUN 2020 

TENTANG 

IJJ ◄:l~UBJ\HJ\N J\TAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 

2020 TENTJ\NG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO 

Mcnirnbang 

Mcngingat 

TJ\HUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO, 

bahwa ~cbagai pelaksanaan kctentuan Pasal 16 ayat (4) 

Peraturan Mcnteri Kcuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 

tentang Pcngclolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Dcsa 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau 

Mcnghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan berdasarkan Peraturan 

Mcntcri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tcntang 

Pcrubahan Kedua atas Peraturan Mcnteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa, dipandang perlu menetapkan Pcraturan Bupati 

Situbondo tentang Pcrubahan atas Pcraturan Bupati 

Situbondo Nornor 3 Tahun 2020 tcntang Tata Cara 

Pcmbagian dan Pcnctapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9) dan 
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Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) scbagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 273); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539), 

yang tclah bcberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Dcsa Yang Bcrsumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) yang telah beberapa kali diubah tcrakhir 

dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang 
Rineian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 
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7. Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 ten tang Pengclolaan Kcuangan Dcsa (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Pcraturan Mcntcri Desa, Pcmbangunan Dacrah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020; 

9. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07 /2019 tcntang Pcngclolaan Dana Dcsa 
(Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1700) yang tclah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Pcraturan Menteri Kcuangan Nomor 
50/PMK.07 /2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 500); 

10. Pcraturan Mcntcri Kcuangan Nomor 
35/ PMK.07 /2020 ten tang Pcngelolaan Transfer Kc 
Dacrah Dan Dana Dcsa Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanganan Pandcmi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

11. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Pcmbentukan Pcraturan Dacrah 
Kabupatcn Situbondo (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn 
Situbondo Tahun 2013 Nomor 10); 

12. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kcrja Pemcrintah Dcsa (Lcmbaran Daerah Kabupatcn 
Situbondo Tahun 2016 Nomor l); 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Dacrah Ka bu paten Situbondo Tahun 2019 Nomor 8); 

14. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 
tcntang Tata Cara Pcmbagian dan Pcnctapan Rincian 
Dana Desa Sctiap Dcsa Di Kabupatcn Situbondo 
Tahun Anggaran 2020 (Bcrita Daerah Kabupatcn 
Situbondo Tahun 2020 Nomor 3) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN I3UPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 

2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENf<::TAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN SITUI3ONDO TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan 

Penctapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 3) diubah 

scbagai bcrikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu 

angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

discbut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kcpentingan masyarakat setcmpat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Dana Dcsa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Dcsa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 

kabupatcn/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan 

pelaksanaan pcm bangunan, 

kemasyarakatan, dan 

masyarakat. 

pemerin tahan, 

pembinaan 

pcmberdayaan 

3. Pcmcrintah Dcsa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat 

Dcsa scbagai unsur pcnyclenggara Pemerintahan 

Dcsa. 

4. J umlah Desa adalah j umlah Desa yang 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

sclanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana 

6. 

kcuangan tahunan Pemerintahan Dcsa. 

Kantor Pclayanan Perbendaharaan 

yang sclanjutnya disingkat KPPN 

instansi vertikal Direktorat 

Negara 

adalah 

Jcndcral 

y 
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Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari 

Bendahara Um um Negara untuk 

melaksanakan sebagian fu ngs1 Kuasa 

Bendahara Umum Negara. 

7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKUD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang dacrah yang ditentukan oleh 

gubernur, bupati, untuk 

penerimaan dacrah dan 

pengeluaran daerah 

ditctapkan. 

menampung seluruh 

mcmbayar seluruh 

pada bank yang 

8. Rekcning Kas Desa yang selanjutnya disingkat 

RKD adalah rekening tcmpat penyimpanan uang 

Pemerintahan Desa yang mcnampung seluruh 

penenmaan Desa dan untuk membayar 

scluruh pengeluaran Desa pada bank yang 

ditetapkan. 

9. Dcsa Tcrtinggal adalah Desa yang mcmiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta 

mengalami kcmiskinan dalam bcrbagai 

bentuknya. 

10. Dcsa Sangat Tertinggal adalah Desa yang 

mcngalami kerentanan karena masalah bencana 

alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial 

schingga tidak berkemampuan mengelola potensi 

sumber daya sosial, ckonomi, dan ckologi, serta 

mengalami kcmiskinan dalam berbagai 

bcntuknya. 

11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya 

yang miskin dan marginal, yang bersifat 

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan 

sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal 

untuk memberikan tambahan 

upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 

mcningkatkan kesejahteraan rakyat. 

12. Bantuan Langsung Tunai Dcsa yang selanjutnya 

disingkat BLT Dcsa adalah pcmbcrian uang 

tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu 

di desa yang bersumbcr dari Dana Desa untuk 

mengurangi dampak ekonomi akibat adanya 

pan demi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
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2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

( 1) Dana disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 

RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana 

Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil 

pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan 

penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Dcsa 

ke RKD scbagaimana dimaksud ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 

pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 

(4) Pcnyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, 

dcngan ketcntuan: 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 

40% (empat puluh pesen). 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 

40% (empat puluh persen); dan 

c. Tahap III paling cepat bulan Juni scbcsar 

20% (dua puluh pcrsen) 

(5) Pcnyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri 

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan 

ketentuan: 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 

60% (enam puluh persen); dan 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 

40% (cmpat puluh persen). 

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) merupakan status desa hasil penilaian yang 

dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. 

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 

diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut : 
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Pasal 12 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik 

dan Dana Dcsa menerima dokumen persyaratan 

pcnyaluran dari Bupati, dengan ketentuan: 

a. Tahap I berupa 

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa atau Keputusan Bupati 

mengenai penetapan rincian Dana Desa 

setiap Desa; 

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana 

Desa. 

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan. 

c. Tahap III berupa : 

1. Peraturan Bupati tentang tata cara 

pembagian dan pentapan rincian dana 

desa setiap desa clan Peraturan Bupati 

tentang perubahan tata cara pembagian 

dan pentapan rincian clana desa setiap 

desa dan 

2. 

3. 

4. 

Peraturan Dcsa mengenai APBDesa; 

Laporan realisasi penyerapan dan 

capa1an keluaran dana desa tahun 

anggaran sebelumnya; 

Laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran Dana Desa sampai 

dengan tahap II menunjukkan rata-rata 

realisasi penyerapan paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh persen) clan 

capaian keluaran menunjukkan paling 

seclikit sebesar 50% (lima puluh persen); 

dan 

5. Laporan konvergensi pcncegahan stunting 

tingkat Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan sctelah 

Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan 

penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan : 
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a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Bupati tentang tata cara 

pembagian dan pentapan rincian dana 

desa setiap desa atau keputusan Bupati 

mengenai penetapan rincian Dana Desa 

setiap Desa; 

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana 

Desa. 

b. Tahap II berupa: 

1. Peraturan Bupati tcntang tata cara 

pcmbagian dan pentapan rincian dana 

desa setiap desa dan Peraturan Bupati 

tentang perubahan tata cara pembagian 

dan pentapan rincian dana desa setiap 

dcsa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 

4. Laporan realisasi penycrapan dan 

capaian keluaran Dana Dcsa tahap I 

menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% 

(lima puluh pcrscn) dan rata-rata capaian 

keluaran menunjukkan paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

5. Laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat Dcsa tahun anggaran 

sebclumnya. 

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan 

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk 

seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat 

penyampaian dokumcn persyaratan tahap I 

pcrtama kali. 

(4) Capaian keluaran scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat 

(2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase capaian 

keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. 

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 
satu ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 13 

( 1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat ( 1) huruf b dan huruf c serta ayat 

(2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, 

satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(2a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dan ayat (2) atas desa yang layak 

salur melalui aplikasi yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik 

(hardcopy) dan/ a tau dokumen elektronik 

( softcopy). 

(4) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi 

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) 
Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13A 

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, 

Dana Desa disalurkan dengan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 

dengan tambahan ketentuan: 

a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan 
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran : 
1. penyaluran pertama se besar 15% (lima 

belas persen); 
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima 

bclas persen); dan 
3. penyaluran kctiga sebesar 10% (sepuluh 

persen). 
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b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan 
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran : 
1. penyaluran pcrtama scbcsar 15% (lima 

be las persen); 
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima 

bclas perscn); dan 
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh 

persen). 
c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan 
rentang waktu antar penyaluran paling cepat 
2 (dua) minggu; dan 

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan 
dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi 
persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c. 

(2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) : 

a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan 
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran : 
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima 

belas persen); 
2. penyaluran kedua scbcsar 15% (lima 

belas persen); dan 
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh 

persen). 
b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan 
rentang waktu antar penyaluran paling cepat 
2 (dua) minggu; dan 

c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan 
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dan 
memenuhi pcrsyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
( 1) huruf c. 

(3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 

huruf b, Penyaluran Dana Desa tahap III 

dilaksanakan sesuai kctcntuan dalam Pasal 11 

ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat ( 1). 

Pasal 13B 

( 1) Dalam hal desa berstatus desa mandiri belum 
salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, Dana Desa 
disalurkan dengan pcrsyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan 
tam bahan keten tuan : 






















